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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan implementasi tax planning pajak penghasilan (PPh) 

pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

untuk meminimalkan pajak penghasilan (PPh) badan, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) menerapkan gross up method 

tidak optimal yaitu memberikan tunjangan pajak sebagian             

kepada pegawai atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang. 

2. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah memaksimalkan 

penghasilan yang dikecualikan melalui meminimalkan biaya yang 

tidak diperkenankan sebagai pengurang dan memaksimalkan biaya-

biaya fiskal. Perusahaan memberikan tunjangan kepada pegawai   

tidak dalam bentuk natura tetapi dalam bentuk uang. 

3. Dampak penerapan tunjangan pajak sebagian yang diberikan 

perusahaan tidak sebesar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang 

terutang dan pengangguhan pajak penghasilan tidak dapat diakui 

sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan kena pajak (PKP).  

 

 

 



92 

 

5.2 Saran 

      Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran 

yang dapat diberikan setelah melakukan analisis pelaksanaan tax 

planning yang diterapkan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)    

yaitu: 

1. Perusahaan sebaiknya  memberikan tunjangan pajak seluruhnya 

kepada pegawai atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang. 

Kegunaan tax planning dengan gross up method secara penuh yaitu 

memberikan tunjangan pajak seluruhnya yang sebesar pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 dapat diakui sebagai beban yang dapat 

dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) 

perusahaan. Sehingga pajak penghasilan (PPh) badan yang terutang 

dapat diminimalkan dengan baik.  

2. Perusahaan sebaiknya selalu mengikuti informasi tentang   

peraturan perpajakan yang terbaru terutama bagi pegawai yang 

menangani masalah perpajakan. Hal ini dikarenakan supaya 

pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dapat berjalan sesuai 

undang-undang perpajakan yang berlaku. Sehingga perusahaan dapat 

terhindar dari risiko-risiko saat terjadi pemeriksaan pajak.
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